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1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk
terbanyak dimana bisa kita lihat dengan Indonesia yang menduduki peringkat
keempat sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah China, India
dan Amerika® yang berjumlah sekitar 262 juta jiwa atau sekitar 3,5% dari
keseluruhan Jumlah Penduduk Dunia.? Dengan memiliki begitu banyak jumlah
penduduk tentunya Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak ragam,
mulai dari suku, agama,ras (SARA). Dimana Indonesia sendiri terdapat 13313
jenis suku , enam agama yang diakui yang terdiri dari agama Kristen, agama
Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Jika
dilihat dari sudut pandang agama, berdasarkan catatan The Pew Forum on
Religion & Public Life pada 2010 Indonesia merupakan salah satu Negara dengan
penduduk yang beragama islam terbanyak di dunia, dengan menduduki peringkat
pertama dengan persentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari
populasi dunia dan dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1

persen beragama Islam.*

! Leo Suryadinata, Evi Nuruidya, Aris Ananta, Penduduk Indonesia Etnis dan Agama
dalam Era Perubahan Politik, (Jakarta: Pustaka LP 3ES Indonesia.2003)

2 Oda, “Hingga Juli 2017, Jumlah Penduduk Indonesia Bertambah Jadi 262 Juta Jiwa
Lebih”,  <http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hingga-juli-2017-jumlah-penduduk-indonesia-
bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih> akses tanggal 19 September 2017

*“Mengulik Data Suku di Indonesia” ,
<https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127> akses tanggal 30 Mei 2017

*Muslim Population of Indonesia”, <http://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-
population-of-indonesia/> akses tanggal 30 Mei 2017
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Berbicara tentang agama, setiap agama memiliki rumah ibadah dimana
rumah ibadah dari setiap agama itu berbeda. Jika agama Buddha makarumah
ibadahnya adalah vihara, Kristen dan Katolik di gereja, Hindu di pura, Islam di
masjid, dan Konghucu di klenteng. Di Indonesia untuk dapat mendirikan sebuah
rumah ibadah perlu melewati beberapa tahap agar dapat bisa mendapatkan
perizinan, seperti harus mengatur lzin Mendirikan Bangunan (IMB), surat
persetujuan warga setempat dan lain-lain.

Dari latar belakang diatas penulis menarik salah beberapa contoh konflik
yang terkait dengan rumah ibadah, salah satunya terjadi pada kelompok
Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat yang berupa penyegelan
delapan masjid oleh pemerintah Kabupaten Kuningan.’Aktivitas komunitas
Ahmadiyah di Desa Manis Lor telah dilakukan sejak Februari 1956.Komunitas
Ahmadiyah di desa tersebut merupakan komunitas Ahmadiyah terbesar di
Indonesia. Akan tetapi, menurut laporan pemantauan Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Kekerasan (Kontras), komunitas Ahmadiyah di Desa Manis Lor kerap
kali mendapatkan perlakuan diskriminatif sejak kemunculannya. Selain dilakukan
oleh masyarakat sipil, pelarangan rumah ibadah tersebut juga dilakukan oleh
aparat pemerintahan. Lalu ada juga kasus tentang pendirian gereja yaitu kasus
Gereja Yasmin di Bogor, dimana Gereja Yasmin merupakan Gereja di bawah

naungan Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang berpusat di Jakarta. GKI Yasmin

SKomisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Laporan Pemantauan
Pemolisian Hak atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah (Jamaah Ahmadiyah di Indonesia di
Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jemaat Kristen HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin, (Jakarta:
KontraS, 2012), hal. 7



merupakan pengembangan dari GKI Bogor®, GerejaYasmin ini beralamat di Jalan
K.H. Abdullah bin Nuh Kav. 3, Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat.

GKI ini memperoleh nama “Yasmin” karena berlokasi di Perumahan
Taman Yasmin. Usulan mengenai pembangunan gereja ini mungcul pertama kali
pada tahun 2001, yang berawal dari keterbatasan kapasitas dalam penampungan
jemaat lalu lahan parkir yang tidak cukup dan mengakibatkan kemacetan. Oleh
karena itu akhirnya pengurusGKI Bogor membentuk panitia Pembangunan
Gereja (PPG) untuk membangun gereja baru.’Dilihat dari sejarah Gereja Yasmin,
Gereja ini sudah mulai proses pembangunannya dari tahun 2006 namun muncul
permasalahan pada tanggal 2008. Ketika Kepala DinasTata Kota dan Pertamanan
Bogor Yusman Yopi membekukan izin pembangunan gereja tersebut melalui
surat Nomor 503/208-DTKP tertanggal 14 Februari 2008.2 Alasannya, ada
keberatan dari forum ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas)Islam sekota
Bogor. Surat ini terbit sesudah surat izin dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor Diani
Budiarto pada 13 Juli 2006. Karena keberatan, pihak GKI Yasmin menggugat

surat pembekuan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga

®lhsan Ali-Fauzi, dkk, Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya
, (Yayasan Wakaf Paramadina dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah
Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2011)

7 Sakinah Ummu Haniy, Analisis Kepentingan Aktor dan Penyebab Konflik Perizinan
Pembangunan Rumah Ibadah Studi Kasus : Gereja Kristen Indonesia Bakal Pos Taman Yasmin
Tahun 2002-2012,(Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik, 2013), di kutip 10
November 2017

8 “Kronologi Gereja Kristen Indonesia Bakal Pos Taman Yasmin Bogor”,
http://www.gki.or.id/betasgki/bloggkiyasmin/Kronologi_Gereja_Kristen_Indonesia_Bakal_Pos T
aman_Yasmin_Bogor_--VERSI_doc_23_Sept2011.pdf, diakses pada 30 Mei 2017
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tingkat Mahkamah Agung (MA), dan hasilnya MA membatalkan pencabutan izin
tersebut. °

Namun, selama proses hukum berlangsung situasi memanas karena sejak
izinnya dibekukan, Pemerintah kota (Pemkot) Bogor menggembok gerbang gereja
sehingga jemaat terpaksa beribadah di trotoar jalan sejak tahun 2010. Ibadah di
trotoar ini mendapat tentangan keras dari Forum Komunikasi Muslim Indonesia
hingga mereka beberapa kali ricuh dengan aparat Satpol PP dan polisi serta
kadang melibatkan sekelompok umat Yasmin.*®

Mereka menyebut pihak gereja telah memalsukan tanda tangan dukungan
warga soal pendirian bangunan pada tahun 2006. Tahun 2010 GKI Yasmin
mengajukan gugatan PTUN, dengan putusan peninjau kembali Makhamah Agung
Nomor 127 /PK/TUN/2009 pada tanggal 9 Desember 2010 Putusan
MA, menyatakan bahwa pembekuan tidak sah karena tidak proses pemanggilan
maka MA memerintahkan untuk membuka kembali. Pemkot Bogor mengundang
GKI Pengadilan untuk penyampaikan rencana pencabutan pembekuan untuk
mematuhi putusan MA. Dengan tanggal 8 Maret 2011. Pemkot melakukan
pencabutan pembekuan pada tanggal 11 Maret 2011, pada saat bersamaan
Pemkot mencabut IMB GKI Yasmin dengan pengacu pada keputusan pengadilan
20 Januari 2011 tentang pemalsuan Izin warga.''Imbas dari masalah ini, Wali
Kota Bogor pun mencabut IMB GKI Yasmin. Ombudsman RI juga kemudian

mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/V11/2011

%Ibid

bid

Kota  Bogor, “Pemkot  Bogor  Siapkan  Relokasi GKI  Yasmin”,
<http://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/1010/Pemkot-Bogor-Siapkan-Relokasi-GKI-
yasmin#.WUYRHpKGPIU> akses tanggal 14 Juni 2017
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pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB
GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemkot Bogor*?

Berbekal fatwa MA mengenai pencabutan izin pembekuan, seharusnya
jemaat dapat membangun gerejanya. Yang terjadi di lapangan, lokasi gereja justru
dijaga aparat. Pintu gerbang digembok. Jemaat pun melakukan kebaktian di
trotoar. Sikap Pemkot Bogor yang tidak memenuhi putusan MA adalah gambaran
arogansi sepihak. Sikap menolak putusan MA adalah tindakan yang dapat
diklasifikasikan sebagai pembangkangan bahkan melecenkan MA sebagai
Lembaga Negara pemegang supremasi hukum tertinggi. Yang menambah
keprihatinan bahwa, pihak terkait di atas wali kota yakni di tingkat provinsi dan
Kemdagri, seolah berdiam diri.

Kita sepakat dengan pertimbangan Ombudsman yang menilai SK
pencabutan IMB GKI Yasmin merupakan perbuatan mal-administrasi. Surat
Keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor Diani Budiarto tersebut
dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban
hukum, serta menentang putusan PK Mahkamah Agung.

Hasil investigasi Ombudsman menunjukkan, Wali Kota Bogor tidak
memiliki komitmen melaksanakan putusan PK Makhamah Agung tertanggal 9
Desember tahun 2010. Tanda yang tidak baik bagi penegakan hukum di Indonesia
jika putusan MA sebagai putusan hukum tertinggi di Indonesia tidak diindahkan
oleh seorang wali kota. Pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan pun

seharusnya sudah turun tangan sejak awal. Baik buruknya pemerintahan di aras

12" Rekomendasi Ombudsman Nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/V11/2011 pada 8 Juli
2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin



terendah yang langsung bersentuhan dengan rakyat mencerminkan Kinerja
pemerintahan secara keseluruhan.

Ombudsman, sesuai fungsi dan kewenangannya akan memantau sejauh
mana rekomendasi tersebut akan dilaksanakan. Namun, pembina politik yang
lebih tinggi dari wali kota, yakni Gubernur dan Menteri Dalam Negeri juga harus
pro aktif. Pengawasan terhadap eksekutif juga dilakukan oleh legislatif. Pada
Rapat Dengar Pendapat Umum DPR-perwakilan GKI Yasmin, Komisi Il DPR
telah menyatakan tindakan wali kota secara langsung merupakan suatu
pelanggaran karena putusan MA bersifat mengikat dan tetap. Karena itu Komisi
Il akan memanggil Wali Kota Bogor untuk mengetahui pokok permasalahan
yang terjadi.

Ketika proses hukum sudah sampai pada level tertinggi, seharusnya
Pemkot Bogor mematuhinya. Wali Kota Bogor merupakan pejabat publik yang
semestinya memberikan contoh bagaimana warga negara menaati hukum. Negeri
ini butuh para pemimpin yang memberikan teladan kepada rakyat. Polah para
pejabat secara tidak langsung akan menjadi panutan. Jangan salahkan rakyat yang
melanggar hukum bila para pejabat publik pun melecehkan hukum. Melakukan
pembangkangan terhadap putusan hukum akan merusak kesadaran bernegara
sekaligus secara provokatif memberi contoh buruk bagi upaya pemulihan citra
aparat negara yang tunduk pada supremasi hukum.*?

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mencari lebih tau tentang

perizinan pendirian rumah ibadah di Indonesia yang sebenarnya dan melihat

B3 “Tragedi Gereja Yasmin”, http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/tragedi-gereja-

yasmin/9255, diakses 14 September 2017
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apakah Gereja Yasmin telah memenuhi persyaratan mendirikan rumah ibadah dan
melihat lebih dalam lagi permasalahan sesungguhnya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang
akan diteliti :
1. Bagaimana pengaturan terkait perizinan untuk dapat mendirikan
rumah ibadah di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan perizinan dalam kasus Gereja Yasmin di
kota Bogor?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui tatacara perizinan untuk mendirikan rumah
ibadah
2. Untuk mengetahui penerapan suatu perizinan terutama dalam kasus
Gereja Yasmin di kota Bogor
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Segi llmu Pengetahuan / Teoritis
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan
dalam mendirikan suatu bangunan khususnya rumah ibadah di
Indonesia.

2. Segi Aplikasi / Praktik



Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu para praktisi /

pembaca mengetahui tata cara pembangunan rumah ibadah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab |

Bab 11

Bab 111

Bab IV

Pendahuluan,

Menguraikan tentang gambaran singkat tentang penelitian yang
diteliti oleh penulis.Bab ini membahas tentang latar belakakang,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta
sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori yang bersangkutan dengan topik
yang dibahas dalam penelitian ini. Terdapat juga beberapa definisi
yang terkait dengan topik penulis seperti, pengertian perizinan,
pengertian IMB, pengertian rumah ibadah.

Metode Penelitian

Mendeskripsikan metodologi penelitian yang di gunakan penulis
dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Analisis

Menganalisis tentang pengaturan perizinan untuk dapat
mendirikan rumah ibadah di Indonesia.Serta penerapan perizinan

dalam Kasus Gereja Yamin di Kota Bogor.



Bab V Penutup
Mengemukakan kesimpulan dari seluruh isi skripsi dan menjawab
pertanyaaan dalam permasalahan yang dikemukakan oleh penulis
sebelumnya, penulis juga akan memberikan saran terkait dengan

penelitian yang dilakukan oleh penulis.





